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Indonesia mengakui keberadaan daerah istimewa dan daerah khusus sesuai dengan yang tercantum pada
pada 18B Undang-Undang Dasar 1945. Daerah tersebut adalah Daerah Khusus I bukota Jakarta, Daerah
Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Daerah Istimewa Y ogyakarta dan Daerah |stimewa Aceh. Daerah-
daerah tersebut memiliki kewenangan-kewenangan tersendiri yang khusus dan berbeda dengan kewenangan
daerah otonomin lain pada umumnyadi Indonesia. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetrisini
dilatarbelakangi oleh kebutuhan politis dan juga kebutuhan efisiensi pemerintahan atau administratif.
Indonesia mengatur mengenai daerah-daerah khusus tersebut melalui undang-undang masing-masing yaitu
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus | bukota Jakarta,
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Y ogyakarta dan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh. Indonesia yang menyatakan dengan tegas bahwa dirinya adalah negara
kesatuan menerapkan kebijakan ini selaras dengan unsur-unsur negara kesatuan sesuai dengan teori tata
negara mengenal negara kesatuan. Seluruh kewenangan khusus yang dimiliki daerah-daerah tersebut
mengikuti teori-teori negara kesatuan yaitu kewenangan legislatif terdapat pada satu badan legidlatif
nasional, daerah tidak memiliki karakter kedaulatan, dan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah
pusat. Terdapat pula negara kesatuan lain di duniayang memiliki daerah dengan kewenangan khusus yaitu
United Kingdom dengan Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara, Cina dengan Hong Kong dan Makau serta
Tanzania dengan Zanzibar. Daerah-daerah khusus di Indonesia adalah yang paling ideal dengan teori negara
kesatuan dibandingkan dengan daerah-daerah khusus di negara lain. Daerah khusus di Indonesia juga sesual
dengan asas desentralisas yaitu diserahkannya wewenang pemerintah kepada daerah otonom atau

pendel egasian kekuasaan kepada tingkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial melalui
ketentuan legidlatif berdasarkan konstitusi. Seluruh daerah khusus di Indonesia didelegasikan kekuasaan
khusus melalui ketentuan legidlatif nasional sehingga sesuai dengan asas desentralisasi, berbeda dengan
negaralain yaitu Cinadan Tanzania

...... Indonesia recognizes the existence of special areas or special autonomus areas in accordance with those
stated in article 18B in the Constitution of 1945. The areais a Special Capital Region of Jakarta, the Special
Autonomous Region of Papua and West Papua, Y ogyakarta and Aceh. These areas have their own authority
which is special and different from other autonomus regions authority in general in Indonesia. Application
of asymmetric decentralization policy isbased on political needs or the needs of governmental or
administrative efficiency. Indonesiaregulating these areas with each of their own Act which is Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus I bukota Jakarta, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Y ogyakarta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
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Pemerintahan Aceh. Indonesia, which is a unitary state, is well-suited with the elements of a unitary state in
accordance with the theory of the unitary state when applying this policy. All of the special Areas authority
follow the unitary states theory which is the legislative power should be held by one national body, the local
areas doesn?t have sovereignity characteristic, and the power should be held only by the central government.
There is also another unitary state in the world that has a region with a special authority, namely the United
Kingdom with Wales, Scotland and Northern Ireland, Chinawith Hong Kong and Macao as well as
Tanzania with Zanzibar. Specia regional authority in Indonesia when compared to these areas is the most
ideal when analized by the theory of unitary state. The Special Region in Indonesiais also ideal when
analyzed with the theory of decentralization where the power is being transfer to autonomous region and
delegating the power to the lower level in aterritorial hierarchy through regulations by national legislation.



